
             

      

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR  4   TAHUN 2022 

TENTANG 

PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pembina dan/atau 

penanggungjawab penyelenggaraan Pelayanan Publik 

berkewajiban melakukan penilaian kinerja 

penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala, yang 

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja 

berdasarkan standar pelayanan; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian 

kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana 

dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan 

ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Magetan; 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 877); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 57); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA 

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.  

2. Bupati adalah Bupati Magetan.  

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. 

4. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan  

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara, adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 

yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. 

7. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian dan 

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang 

atau unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai 

dengan instrumen yang ditetapkan. 

8. Pelayanan Prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh 

penyelenggara layanan kepada penerima. 

9. Kuesioner yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas 

serangkaian pertanyaan tertulis atau daftar 

pertanyaan, bertujuan mendapatkan tanggapan dari 

kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi 

atau pos. 

10. Wawancara adalah tanya jawab antara evaluator dan 

sumber informasi penyelenggara pelayanan yang 

sedang dievaluasi. 

11. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang 

digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik 

di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah 

Daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan 

Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana 

Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, 

Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. 

   

BAB II 

UNSUR PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
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Pasal 2 

 

(1) Unsur penyelenggara pelayanan publik di Daerah  

terdiri dari: 

a.  Pembina : Bupati. 

b.  Penanggungjawab : Sekretaris Daerah atau pejabat 

yang ditunjuk oleh Bupati; 

c.  Penyelenggara pelayanan publik: Kepala SKPD, 

Direksi BUMD dan BLUD yang membawahkan 

pelaksana pelayanan publik; 

d.  Pelaksana : pejabat, pegawai, petugas, dan setiap 

orang yang bekerja pada SKPD, BUMD dan BLUD 

yang bertugas melaksanakan tindakan atau 

serangkaian tindakan pelayanan publik.  

(2) Pembina dan atau penanggungjawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan 

penilaian kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 

BAB III 

ASPEK PENILAIAN  

 

Pasal 3 

 

(1) Penilaian kinerja untuk penyelenggaraan pelayanan 

publik dilaksanakan menggunakan 6 (enam) aspek 

penilaian. 

(2) Aspek Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Kebijakan Pelayanan; 

b. Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 

c. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik; 

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik; 

e. Konsultasi dan Pengaduan; dan 

f. Inovasi. 

 

Bagian Kesatu 

Kebijakan Pelayanan 
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Pasal 4 

 

(1) Kebijakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan komitmen, itikad 

dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam 

bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang 

dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai 

kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian 

pelayanan publik 

(2) Kebijakan Pelayanan sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) meliputi :  

a. Standar Pelayanan; 

b. Maklumat Pelayanan; 

c. Survey Kepuasan Masyarakat. 

 

Paragraf 1  

Standar Pelayanan 

 

Pasal 5 

 

(1) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan tolok ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakatdalam rangka pelayanan yang berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

(2) Indikator Standar Pelayanan meliputi : 

a.  tersedia Standar Pelayanan yang menjadi acuan 

dalam pemberian pelayanan kepada publik; 

b.  tersedia standar pelayanan yang menjadi acuan 

dalam pemberian pelayanan kepada publik perjenis 

pelayan;  

c.  tersedia sistem antrian; 

d.  proses penyusunan Standar Pelayanan telah 

melibatkan masyarakat dan pihak terkait; 

e.  tersedia dokumentasi tentang SP yang ditetapkan 

dan dipublikasikan; 

f.  kesesuaian Standar Pelayanan dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g.  informasi atas Standar Pelayanan dapat diakses 

dengan mudah untuk diketahui dan dipahami oleh 

masyarakat; dan 

h. tersedia Standar Pelayanan yang tepat guna. 

 

Paragraf 2 

Maklumat Pelayanan 

 

Pasal 6 

 

(1) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pernyataan 

kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar 

Pelayanan. 

(2) Indikator Maklumat Pelayanan meliputi: 

a. Keberadaan pernyataan Maklumat Pelayanan; dan 

b. Maklumat Pelayanan dipublikasikan kepada  

seluruh lapisan masyarakat. 

 

Paragraf 3 

Survey Kepuasan Masyarakat 

 

Pasal 7 

 

(1) Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan hasil 

pelaksanaan penilaian peyelenggaraan pelayanan yang 

dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan/atau pihak 

lain, atas permintaanpenyelenggara untuk mengetahui 

gambaran kinerja pelayanan dengan metode penilaian 

tertentu. 

(2) Indikator Survei Kepuasan Masyarakat meliputi: 

a. tingginyaketerlibatan pengguna layanan dalam 

pengisian Survei Kepuasan Masyarakat; 

b. informasi Survei Kepuasan Masyarakat yang 

diketahui seluruh lapisan masyarakat; 

c. tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan 
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kedalaman ruang lingkup; dan 

d. kecepatan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat. 

 

Bagian Kedua 

Profesionalisme Sumber Daya Manusia 

 

Pasal 8 

 

(1) Profesionalisme Sumber Daya Manusia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan 

standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja 

personel pemberi layanan publik yang dibangun 

institusi penyelenggara pelayanan publik untuk 

memberikan pelayanan yang prima/terbaik.  

(2) Indikator Profesionalisme Sumber Daya Manusia 

meliputi: 

a. tersedia pelaksana layanan dengan kompetensi 

sesuai kebutuhan jenis pelayanan; 

b. pelaksana pelayanan yang responsif waktu;  

c. kecepatan/kesigapan petugas dalam memberikan 

layanan;  

d. tersedia aturan perilaku dan kode etik pelaksana 

layanan;  

e. adanya pemberian penghargaan;  

f. adanya pemberian sanksi; dan 

g. adanya budaya pelayanan. 

 

Bagian Ketiga 

Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 

 

Pasal 9 

 

(1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik sebagaimana 

dimaksud dlam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan 

sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan 

publik baik berupa fasilitas, tempat maupun 

perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan 

publik yang diberikan. 
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(2) Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Publik meliputi : 

a. tersedia tempat parkir yang aman dan nyaman; 

b. tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman;  

c. tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan 

yang bersih, sehat dan memadai; 

d. tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan 

yang berkebutuhan khusus; 

e. tersedia sarana penunjang lainnya; 

f. tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi 

dan informasi tatap muka; dan 

g. tersedia sarana front office untuk layanan 

pengaduan tatap muka. 

 

Bagian Keempat 

Sistem Informasi Pelayanan Publik 

 

Pasal 10 

 

(1) Sistem Informasi Pelayanan Publik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan 

rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan 

pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian 

informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan 

sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan 

dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa 

lokal, serta disajikan secara manual ataupun 

elektronik. 

(2) Indikator Kinerja Sistem informasi Pelayanan Publik 

meliputi: 

a. ketersediaan sistem informasi pelayanan publik 

untuk informasi publik; 

b. ketersediaan sistem informasi pelayanan publik 

pendukung operasional pelayanan; 

c. kepemilikan situs dan pengelola situs; 

d. pemutakhiran data dan informasi situs;dan 

e. tersedia informasi non elektronik yang mendukung 

pelayanan yang diketahui seluruh lapisan 

masyarakat. 
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Bagian Kelima 

Konsultasi 

 

Pasal 11 

 

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf e merupakan mekanisme interaktif antara 

pemberi layanan dan pengguna layanan untuk 

menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau 

pada saat pelayanan diberikan 

(2) Indikator Kinerja Konsultasi meliputi: 

a. tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang 

bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat;dan 

b. tersedia rubrik, dokumentasi, publikasi dan 

konsultasi yang mudah diakses. 

 

Bagian Keenam 

Pengaduan 

 

Pasal 12 

 

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf f merupakan penyampaian keluhan yang 

disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan 

pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak 

sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian 

kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh 

penyelenggara. 

(2) Indikator Kinerja Pengaduan meliputi: 

a. tersedia sarana dan media pengaduan yang bisa 

dimanfaatkan semua lapisan masyarakat;dan 

b. tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi 

proses/hasil pengaduan yang mudah diakses. 

 

Bagian Ketujuh 

Inovasi 
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Pasal 13 

 

(1) Inovasi pelayanan publik Pengaduan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan 

terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan 

gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau 

adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

(2) Indikator Kinerja Inovasi meliputi: 

a. Keberadaan inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan 

untuk masyarakat;dan 

b. Inovasi sudah dilaksanakan secara berkelanjutan. 

 

BAB IV 

MEKANISME PENILAIAN 

 

Pasal 14 

 

(1). Kegiatan penilaian kinerja unit penyelenggara 

pelayanan publik meliputi 3 (tiga) tahapan, meliputi: 

a. tahap perencanaan; 

b. tahap pelaksanaan; dan 

c. tahap pelaporan. 

(2). Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi: 

a.  Unit Kerja/SKPD yang membidangi urusan 

Pelayanan Publik membagikan kuesioner kepada 

penyelenggara sebagai bahan informasi untuk 

penilaian awal; 

b.  Tim penilai melakukan pemeriksaan data-data 

pendukung sebagai penilaian lanjutan; 

c.  Berdasarkan penilaian awal dan lanjutan tim 

penilai menentukan paling sedikit 6 (enam) 

nominasi penyelenggara terbaik berdasarkan 

perolehan nilai tertinggi; 

d.  Menentukan lokus penilaian Pelaksanaan penilaian 

yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, lokus penilaian 

akan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan 
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Sekretaris Daerah. 

e.  Menyusun rencana penilaian dalam penyusunan 

penilaian kinerja perlu memperhatikan hal berikut:  

1. Menentukan objek atau unit layanan yang akan 

dinilai; 

2. Pengumpulan data atau informasi awal; 

3. Waktu yang diperlukan dalam proses 

pelaksanaan penilaian;  

4. Periode penilaian atau rentang waktu tertentu 

penyelenggaraan pelayanan publik yang akan 

dinilai;  

5. Hasil penilaian dituangkan dalam Kertas Kerja 

Penilaian;  

(3). Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi: 

a. Menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada 

unit penyelenggara pelayanan publik yang 

merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait 

lainnya dalam bentuk entry meeting (pertemuan 

pendahuluan) untuk dilaksanakan penilaian 

melalui wawancara dan observasi;;  

b. Pengumpulan berkas hasil penilaian untuk 

direkapitulasi oleh tim penilai; 

c. Menjelaskan hasil pengamatan atau observasi 

kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang  

merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait 

lainnya dalam bentuk exit meeting (pertemuan 

akhir); 

d. Mengolah dan menganalisa data; 

e. Tim penilai mengadakan rapat untuk menentukan 

pemenang yang mendapatkan penghargaan; 

f.  Membuat berita acara penilaian yang 

ditandatangani tim penilai dan perwakilan unit 

layanan. 

(4). Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c meliputi hasil evaluasi penilaian kinerja 

unit penyelenggara pelayanan publik dituangkan 

dalam Laporan Hasil Penilaian (LHP) dan dilaporkan 

kepada Bupati 
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BAB V 

PEMBERIAN PENGHARGAAN 

 

Pasal 15 

 

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada 

Instansi penyelenggara pelayanan publikdan/atau 

pelaksana yang memberikan pelayanan prima dan 

berprestasi. 

(2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa piagam atau yang lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kerja/SKPD yang 

membidangi urusan Pelayanan Publik. 

 

Pasal 16 

 

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 bertujuan: 

a. mendorong motivasi dan semangat bekerjadalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

b. meningkatkan semangat untuk berkreasi serta 

berinovasi dalam upaya memperbaiki pelayanan 

publik; dan 

c. memunculkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja. 

 

Pasal 17 

 

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian 

Penghargaan, dibentuk tim penilai yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati; 

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas perwakilan dari Unit Kerja dan/atau SKPD 

terkait dan/atau perangkat daerah pembina unit kerja. 
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Pasal 18 

 

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15  dilaksanakan dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

a. Unit Kerja/SKPD yang membidangi urusan Pelayanan 

Publikmemberitahukan informasi mengenai pengusulan 

calon penerima penghargaan kepada Penyelenggara 

Pelayanan Publik melalui surat resmi; 

b. Penyelenggara Pelayanan Publik mengirimkan usulan 

calon penerima penghargaan sesuaiwaktu yang 

ditentukan yang paling sedikit memuat data 

diri/identitas, penghargaan yang pernah diperoleh, 

karya tulis yang berisi peran, tugas dan pencapaian 

dari calon penerima penghargaan serta rekomendasi 

Kepala Unit Kerja/SKPD yang menyatakan cakap dan 

berintegritas tinggi; 

c. Penetapan penerima penghargaan untuk pelaksana 

pelayanan publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

d. Bupati memberikan penghargaan kepada instansi yang 

diusulkan/berprestasi Penyelenggara pelayanan 

berdasarkan urutan skor hasil penilaian. 

 

Pasal 19 

 

Aspek, Indikator dan Bobot Indeks Pelayanan Publik 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 20 

 

Perangkat Daerah yang menjadi lokus evaluasi 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi tidak dilakukan penilaian internal 

Daerah. 

 



 15 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Pasal 21 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Indikator Kinerja dan Pemberian Penghargaan Pelayanan 

Publik (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 

Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 22 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 13 Januari 2022 

 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 13 Januari 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

                  TTD 

HERGUNADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN  2022 NOMOR  4 

 

 

 

 

 

 



 16 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN 

    NOMOR    :  4  TAHUN 2022 

                                TANGGAL : 13 JANUARI 2022 

 

 

ASPEK, INDIKATOR DAN BOBOT INDEKS PELAYANAN PUBLIK 
 

A. Pembobotan Indikator Penyusun Aspek Kebijakan Pelayanan 

No. Kode Prinsip/Indikator 
Bobot 

Indikator 

Perhitungan 

Aspek 

I. KEBIJAKAN PELAYANAN (13 indikator, 3 fungsi). 

30% 

1 1.a.K1 Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang 
menjadi acuan dalam pemberian 
pelayanan kepada publik 

8.9% 

2 1.a.K2 Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang 

menjadi acuan dalam pemberian  
pelayanan kepada publik (Per Jenis 

Layanan) 

8.9% 

3 1.a.K3 Sistem antrian 7.1% 

4 1.a.P Proses penyusunan SP telah 
melibatkan masyarakat dan pihak 
terkait(stakeholder) 

 

5 1.a.T Tersedia dokumentasi tentang SP 

yang ditetapkan, dan dipublikasikan. 

7.1% 

6 1.a.Ak SP telah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

7.1% 

7 1.a.As Informasi atas Standar Pelayanan 

dapat diakses dengan mudah untuk 
diketahui dan dipahami 
olehmasyarakat 

7.1% 

8 1.a.B Tersedia SP yang tepat guna. 

(Substansi/Isi SP) 

7.1% 

9 1.b.T Tersedia Maklumat Pelayanan yang 
dipublikasikan kepada seluruh 

lapisanmasyarakat. 

8.9% 

10 1.c.P Tingginya keterlibatan pengguna 

layanan dalam pengisian SKM 

8.9% 

11 1.c.T Informasi Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) yang diketahui 

seluruh lapisanmasyarakat 

7.1% 

12 1.c.Ak Tindak lanjut hasil SKM dan 
kedalaman ruang lingkup. 

7.1% 

13 1.c.B Kecepatan tindak lanjut hasil SKM. 7.1% 

   100% 
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B. Pembobotan Indikator Penyusun Aspek Profesionalisme SDM 

No. Kode Prinsip/Indikator 
Bobot 

Indikator 
Perhitungan 

Aspek 

II. PROFESIONALISME SDM (7 indikator, 5 fungsi) 

18% 

14 2.a.Ak Tersedia Pelaksana Layanan dengan  

kompentensi sesuai kebutuhan 
jenislayanan. 

13.6% 

15 2.b.Ak.1 Pelaksana layanan yang responsif 
waktu. 

13.6% 

16 2.b.Ak.2 Kesigapan petugas dalam 

memberikan layanan (kecepatan). 

9.1% 

17 2.d.K Tersedia Aturan Perilaku dan Kode 
Etik Pelaksana Layanan 

13.6% 

18 2.e.K1 Pemberian Penghargaan 18.2% 

19 2.e.K2 Pemberian Sanksi. 13.6% 

20 2.g.Ak Budaya Pelayanan 18.2% 

   100% 

 
C. Pembobotan Indikator Penyusun Aspek Sarana Prasarana 

No. Kode Prinsip/Indikator 
Bobot 

Indikator 

Perhitungan 

Aspek 

III. SARANA PRASARANA (7 indikator, 5 fungsi) 

15% 

21 3.a.As Tersedia tempat parkir yang aman, 

nyamandan mudah diakses. 

13.3% 

22 3.b.K1 Tersedia sarana ruang tunggu yang 
nyaman. 

13.3% 

23 3.b.As Tersedia sarana toilet khusus 

penggunalayanan yang bersih, sehat 
dan memadai 

13.3% 

24 3.c.K Tersedia sarana prasarana bagi 
penggunalayanan yang 

berkebutuhan khusus 

20.0% 

25 3.d.As1 Tersedia sarana prasarana 
penunjanglainnya:Ruang 

Laktasi/nursery, arena bermain 
anak, kantin/photocopy/ toko ATK 

20.0% 

26 3.e.As2 Tersedia sarana front office untuk 
layanankonsultasi dan informasi 

tatap mukalangsung. 

6.7% 

27 3.e.As4 Tersedia sarana front office untuk 
layanan pengaduan tatap muka 

langsung. 

13.3% 

   100% 
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D. Pembobotan Indikator Penyusun Aspek Sistem Informasi Pelayanan 

Publik 

No. Kode Prinsip/Indikator 
Bobot 

Indikator 
Perhitungan 

Aspek 

IV. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (5 indikator, 2 

fungsi) 

15% 

28 4.a.T Sistem informasi pelayanan publik 
untuk informasipublik. 

20% 

29 4.a.B Sistem informasi  pelayanan publik 
pendukungoperasional  pelayanan. 

25% 

30 4.a.Ak1 Kepemilikan situs dan Pengelola 

Situs 

25% 

31 4.a.Ak2 Pemutakhiran data dan informasi 
situs. 

15% 

32 4.b.T Tersedia informasi non elektronik 
yang mendukung  pelayanan yang 

diketahui seluruh lapisan 
masyarakat 

15% 

   100% 

 

E. Pembobotan Indikator Penyusun Aspek Konsultasi dan Pengaduan 

No. Kode Prinsip/Indikator 
Bobot 

Indikator 
Perhitungan 

Aspek 

V. KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 indikator, 2 fungsi) 

15% 

33 5.a.K Tersedia sarana dan media 
konsultasi layanan yangbisa 

dimanfaatkan semua lapisan 
masyarakat 

20% 

34 5.a.As Tersedia rubrik, dokumentasi , dan 
publikasi konsultasi yang mudah 

diakses 

20% 

35 5.b.K Tersedia sarana dan media 
pengaduan yang bisadimanfaatkan 

semua lapisan masyarakat 

30% 

36 5.b.As Tersedia rubrik, dokumentasi, dan 
publikasiproses/hasil pengaduan 
yang mudah diakses. 

30% 

   100% 

 

F. Pembobotan Indikator Penyusun Aspek Inovasi Pelayanan 

No. Kode Prinsip/Indikator 
Bobot 

Indikator 
Perhitungan 

Aspek 

VI. INOVASI PELAYANAN (1 indikator, multi fungsi, multi 
prinsip) 7% 

37 6 Tersedia Inovasi 100% 
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G. Formulir Penilaian 
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H. Perhitungan Indeks 

 
1. Menentukan nilai untuk setiap indikator 

 Nilai per indikator :( ) Xbobot per indikator 

2. Menentukan nilai setiap aspek 

 Nilai per aspek : ∑nilai per indikator 

3. Menentukan indeks: ∑ (nilai aspeknX bobot aspekn) 

 
I. Range Nilai 

 

Range Nilai Kategori Makna 

0-1,00 F 

Prioritas Pembinaan 1,01 – 1,50 E 

1,51 – 2,00 D 

2,01 – 2,50 C- Cukup (DC) 

2,51 – 3,00 C Cukup 

3,01 – 3,50 B- Baik (DC) 

3,51 – 4,00 B Baik 

4,01 – 4,50 A- Sangat Baik 

4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 

 
 

 

 

 

 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


